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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Perilaku Produsen 

1. Pengertian Perilaku Produsen dan Tujuan Produksi Menurut Islam 

Produksi adalah sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi ini 

semenjak manusia menghuni planet ini. Produksi sangat prinsip bagi 

kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya 

produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam. 

Dr. Muhammad Rawwas Qalahji memberikan padanan kata “produksi” 

dalam bahasa Arab dengan kata al-intaj yang secara harfiyah dimaknai 

dengan ijadu sil‟atin (mewujudkan atau mengadakan sesuatu) atau khidmatu 

mu‟ayyanatin bi istikhdami muzayyajin min „anashir alintaj dhamina itharu 

zamanin muhaddadin (pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya 

bantuan pengabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang 

terbatas). Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan 

distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasikan barang dan jasa, kemudian 

dikonsumsi oleh para konsumen. 

Beberapa ahli ekonomi islam memberikan definisi yang berbeda 

mengenai pengertian produksi, meskipun substansinya sama. Berikut 

pengertian produksi menurut para ekonomi muslim kontemporer. 
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a. Kahf (1992) 

Kegiatan produksi dalam perspektif Islam adalah usaha manusia 

untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga 

moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana 

digariskan dalam Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat (falah). 

b. Mannan (1992) 

Menekankan pentingnya motif altruisme bagi produsen yang Islami, 

sehingga ia menyikapi dengan hati-hati konsep Pareto Optimality dan Given 

Demand Hypothesis yang banyak dijadikan sebagai konsep dasar produksi 

dalam ekonomi konvensional. 

c. Rahman (1995) 

Menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan produksi 

(distribusi output produksi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat). 

d. Ul Haq (1996) 

Tujuan produksi adalah memenuhi kebutuhan yang bersifat fardhu 

kifayah, yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhannya menjadi 

keharusan. 

e. Siddiqi (1992) 

Produksi sebagai proses penyediaan barang dan jasa dengan 

memperhatikan keadilan dan mashlahahnya bagi masyarakat. Sepanjang 

produsen telah berlaku adil dan membawa kebaikan bagi masyarakat, ia 

telah bertindak secara Islami.
1
 

                                                             
1
 Agus Arijunto, Etika Bisnis Inslam, (Jakarta:Raja Gofindo Persada, 2011), 2 
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Manusia dengan akalnya yang sempurna telah diperintahkan oleh Allah 

untuk dapat terus mengoleh alam ini bagi kesinambungan alam itu sendiri, 

dalam hal ini nampaklah segala macam kegiatan produksi amat bergantung 

kepada siapa yang memproduksi (subyek) yang diharapkan dapat menjadi 

pengolah alam ini menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ayat yang 

berkaitan dengan produksi terdapat dalam Surat Al-Baqarah : 272 yang 

berbunyi: 

                 

             

       

 

Artinya: “bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan 

tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang 

dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu 

nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. 

dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena 

mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu 

nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup 

sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)”. 

(Al-Baqarah : 272). 
2
 

 

Kegiatan produksi merupakan respon terhadap kegiatan konsumsi, atau 

sebaliknya. Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan sebuah mata rantai 

yang saling berkait satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kegiatan 

produksi harus sepenuhnya sejalan dengan kegiatan konsumsi. Apabila 

                                                             
2
 Depag RI, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: J-ART,2004), 47 
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keduanya tidak sejalan, maka tentu saja kegiatan ekonomi tidak berhasil 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dalam konsep ekonomi konvensional, produksi dimaksudkan untuk 

memperoleh laba sebesar besarnya, berbeda dengan tujuan produksi dalam 

islam yang bertujuan untuk memberikan Mashlahah yang maksimum bagi 

konsumen. Walaupun dalam ekonomi islam tujuan utamannya adalah 

memaksimalkan mashlahah, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada 

dalam bingkai tujuan dan hukum islam. 

 Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan 

kemashlahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya: 

1. Pemenuhan kebutuhan manusai pada tingkat moderat. 

2. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. 

3. Menyiapkan persediaan barang/jasa dimasa depan. 

4. Pemenuhan sarana bagi kegaitan social dan ibadah kepada Allah. 

Tujuan produksi yang pertama sangat jelas, yaitu pemenuhan sarana 

kebutuhan manusia pada takaran moderat. Hal ini akan menimbulkan 

setidaknya dua implikasi. Pertama, produsen hanya menghasilkan barang dan 

jasa yang menjadi kebutuhan meskipun belum tentu merupakan keinginan 

konsumen. Barang dan jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat riil bagi 

kehidupan yang islami. Kedua, kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi 

hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi barng dan jasa secara 

berlebihan tidak saja menimbulkan mis-alokasi sumber daya ekonomi dan 
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kemubadziran, tetapi juga menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi ini 

secara cepat. 

Tujuan yang terakhir yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan social dan 

ibadah kepada Allah. Sebenarnya ini merupakan tujuan produksi yang paling 

orisinal dari ajaran islam. Dengn kata lain, tujuan produksi adalah 

mendapatkan berkah, yang secara fisik belum tentu dirasakan oleh pengusaha 

itu sendiri. 

2. Produsen Muslim 

Produsen adalah seorang profit seeker sekaligus profit maximize 

sedangkan muslim adalah suatu usaha untuk menghasilkan dan menambah 

daya guna dari suatu barang baik dari sisi fisik materialnya maupun dari sisi 

moralitasnya, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup manusia 

sebagaimana yang digariskan dalam agama islam, yaitu mencapai 

kesejahteraan dunia dan akhirat. Karena pada dasarnya produksi adalah 

kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan 

oleh konsumen, maka tujuan produksi harus sejalan dengan tujuan konsumsi 

sendiri yaitu mencapai falah. 

Seorang produsen muslim tidak merugikan diri sendiri maupun 

masyarakat banyak, tetapi dalam norma dan etika serta akhlak yang mulia. 

Beberapa aspek yang harus diterapkan oleh produsen muslim adalah: 

a. Berproduksi adalah ibadah, sama saja seorang muslim mengaktualisasikan 

Ibadah bersama dengan bisnis yang dijalankan  
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b. Seorang muslim yakin bahwa sesuatu yang dikerjakan dengan ajaran islam 

tidak membuat hidupnya menjadi sulit 

c. Berproduksi bukan untuk mencari keuntungan semata. Dalam islam harta 

adalah titipan allah sebagai amanah untuk dikelola mencapai kemaslahatan 

d. Seorang muslim menghindari praktek produksi yang mengandung unsure 

haram dan riba, pasar gelap dan spekulasi.
3
 

Penerapan nilai-nilai diatas dalam produksi tidak saja akan 

mendatangkan keuntungan bagi produsen, tetapi sekaligus mendatangkan 

berkah. Kombinasi keuntugan dan berkah yang diperoleh oeh produsen 

merupakan satu malahah yang akan member kontribusi bagi tercapainya falah. 

Dengan cara ini maka produsen akan memperoleh kebahagiaan hakiki, yaitu 

kemuliaan tidak saja di dunia tetapi juga diakhirat.
4
 

Seorang produsen muslim harus berbeda dari produsen non muslim 

yang tidak memperdulikan perbatasan-batasan halal dan haram dan hanya 

mementingkan keuntungan  yang maksimum semata, baik atau buruk sesuai 

dengan nilai dan akhlak atau tidak sesuai dengan norma dan etika.  

Sangat diharamkan memproduksi segala sesuatu yang merusak akidah 

dan akhlak serta segala sesuatu yang menghilangkan identitas umat. Merusak 

nilai-nilai agama, menyibukkan pada hal yang sia-sia, menjauhkan kebenaran, 

mendekatkan kepada kebatilan, mendekatkan dunia dan menjauhkan akhirat, 

merusak kesejahteraan individu dan kesejahteraan umum. Dari penjelasan 

                                                             
3
 Adiarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 102 

4
 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam(P3EI), Ekonomi, 252 
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diatas dapat diambil kesimpulan bahwa norma dan etika seorang muslim 

adalah: 

a. Norma Produsen Muslim  

1) Menghindari sifat tamak dan rakus 

2) Tidak melampaui batas serta tidak berbuat zalim 

3) Harus memperhatikan apakah produk itu memberikan manfaat atau 

tidak, baik ataukah buruk, sesuai dengan nilai dan akhlak ataukah tidak, 

sesuai dengan norma dan etika ataukah tidak 

4) Seorang muslim harus memproduksi yang halal dan tidak merugikan 

diri sendiri maupun masyarakat banyak, tetap dalam norma dan etika 

serta akhlak yang mulia. 

b. Etika Produsen Muslim 

1) Memperhatikan halal dan haram 

2) Tidak mementingkan keuntungan semata 

3) Diharamkan sesuatu yang merusak akidah dan akhlak   

 Jelaslah terlihat bahwa produsen muslim harus memperhatikan semua 

aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan ajaran islam, sementara produsen 

non muslim tidak mempunyai aturan-aturan seperti yang disebut diatas.
5
 

3. Perilaku Produsen 

Sebuah usaha produksi baru bisa bekerja dengan baik bila dijalankan oleh 

produsen atau yang sering kita sebut pengusaha. Pengusaha adalah orang yang 

                                                             
5
 Adiarman karim, Ekonomi Mikri Islam, (Jakarta:PTRaja Grafindo Presada, 2007), 102 
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mencari peluang yang menguntungkan dan mengambil risiko seperlunya untuk 

merencanakan dan mengelola suatu bisnis. 

Pengusaha berbeda dengan pemilik bisnis kecil ataupun manajer. Bila 

hanya memiliki sebuah usaha dan hanya berusaha mencari keuntungan, maka 

orang itu barulah sebatas pemilik bisnis. Bila orang itu hanya mengatur 

karyawan dan menggunakan sumber daya perusahaan untuk usaha, maka orang 

itu disebut sebagai manajer. Pengusaha lebih dari keduanya. Pengusaha 

berusaha mendirikan perusahaan yang menguntungkan, mencari dan mengelola 

sumber daya untuk memulai suatu bisnis.Agar berhasil seorang pengusaha 

harus mampu melakukan 4 hal sebagai berikut : 

a. Perencanaan. Perencanaan antara lain terkait dengan penyusunan strategi, 

rencana bisnis, serta visi perusahaan. Ia harus tau apa yang ingin ia capai 

dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. 

b. Pengorganisasian. Semua sumber daya yang ada harus bisa ia kelola untuk 

mencapai tujuan perusahaannya, baik sumber daya, modal, maupun 

manusia. 

c. Pengarahan. Agar rencana bisa terwujud, pengusaha wajib mengarahkan dan 

membimbing anak buahnya. 

d. Pengendalian. Kemampuan ini ada hubungannya dengan bagaimana hasil 

pelaksanaan kerja tersebut. Apakah sesuai dengan rencana atau justru 

sebaliknya. 
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4. Motivasi Produsen dalam Berproduksi 

Pada hakikatnya moivasi utama produsen adalah unuk mencari 

keuntungan sebanyak-banyaknya. Selain itu pula strategi dan tehnik dilakukan 

untuk mencapai keuntungan secara maksimum bai jangka panjang ataupun 

jangka pendek. Terkadang untuk mencapai keuntungan yang maksimal 

produsen mengabaikan segala tanggung jawab dan batasan-batasan yang telah 

ada, dengan cara menghalalkan segala cara. 

“Dalam pandangan ekonomi islam, motivasi produsen semestinya 

sejalan dengan tujuan  produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Jika 

tujuan produksi adalah menyediakan kebutuhan material dan spiritual untuk 

menciptakan maslahah, maka motivasi produsen tentu saja juga 

mencari maslahah, dimana hal ini juga sejalan dengan tujuan kehidupan 

seorang Muslim.” 
6
  

Kitab suci Al-Qur‟an menggunakan konsep produksi barang dalam 

artian yang luas. Al-Qur‟an menekankan manfaat dari barang yang diproduksi. 

Memproduksi suatu barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan 

hidup manusia, berarti barang itu harus diproduksi untuk memenuhi kehidupan 

manusia dan bukannya untuk memproduksi barang mewah secara berlebihan 

yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia, karenanya tenaga kerja yang 

dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut dianggap tidak berproduktif. 

Hal ini ditegaskan Al-Qur‟an yang tidak memperbolehkan produksi barang-

barang mewah yang berlebihan dalam keadaan apapun. 

                                                             
6
 Monzer Khaf, Ekonomi Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), 36 
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Namun demikian, secara jelas peraturan ini memberikan kebebasan 

yang sangat luas bagi manusia untuk berusaha memperoleh kekayaan yang 

lebih banyak lagi dalam memenuhi tuntutan kehidupan ekonomi. Dengan 

memberikan landasan ruhani bagi manusia, sehingga sifat manusia yang 

sebelumnya tamak dan mementingkan diri sendiri menjadi terkendali. 

Di dalam A-Qur‟an itu sifat-sifat alami manusia yang menjadi asas 

semua kegiatan ekonomi diterangkan : 

 

Artinya: Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. (Al-

Ma‟arij:19)
7
 

 

Sifat ketamakan manusia menjadikan keluh kesah, tidak sabar dan 

gelisah dalam perjuangan mendapatkan kekayaan dan dengan begitu memacu 

manusia umtuk melakukan berbagai aktivitas produktif. Manusia akan semakin 

giat memuaskan kehendaknya yang terus bertambah, sehingga akhirnya 

manusia lebih cenderung melakukan kerusakan dibandingkan produksi. 

Mengacu pada pemikiran As-Syatibi, bahwa kebutuhan dasar manusia 

harus mencangkup lima hal yaitu: terjaganya kehidupan beragama (ad-din), 

terpeliharanya jiwa (an-nafs), terjaminnya berkreasi dan berfikir (al-„aql), 

terpenuhinya kebutuhan materi (al-mal) dan keberlamgsungan meneruskan 

keturunan (an-nasl). Maka orientasi yang dibangun dalam melakukan produksi 

adalah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi muslim 

dalam mengarahkan kegiatan produksinya untuk memenuhi kebutuhan dasar  

                                                             
7
 Depag RI, AL-Quran dan Terjemah(Jakarta:J-ART,2004),568 
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manusia yang lima tersebut. Gambaran diatas memberikan pemahaman pada 

kita bahwa orientasi yang ingin dicapai oleh proses produksi menjangkau pada 

aspek yang universal dan berdimensi spiritual. Inilah yang menambah 

keyakinan bagi akan kesempurnaan ajaran islam.
8
  

Dalam ekonomi konvensional, motivasi utama bagi produsen dalam 

mencari keuntungan material (uang) secara maksimal sangat dominan, 

meskipun saat ini sudah berkembang bahwasannya produsen tidak hanya 

bertujuan mencari keuntungan maksimal semata. Namun tetap secara konsep 

tujuan ekonomi konvensional selalu menitik beratkan pada penggadaan materi 

yang akan didapat oleh perusahaan. Oleh karenanya produsen adalah 

seorang profit seeker sekaligus profit maximize. Strategi, konsep dan teknik 

berproduksi semuanya diarahkan untuk mencapai keuntungan maksimum baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang.  

Milton Friedman menunjukan bahwa satu-satunya fungsi bisnis adalah 

untuk melakukan aktiftas yang ditunjukkan dalam rangka meningkatkan 

keuntungan. Isu yang kemudian berkembang menyertai motivasi produsen ini 

adalah permasalahn etika dan tanggung jawa social produsen. 

Keuntungan maksimal telah menjadi sebuah insentif  yang teramat kuat 

bagi produsen untuk meleksanakan produksi. Akibatnya motivasi untuk 

mencari keuntungan maksimal seringkali menyebabkan produsen mengabaikan 

etika dan tanggung jawab sosialnya, meskipun tidak melakukan pelenggaran 

hukum formal. Misalnya dalam rangka menekan biaya dalam pengolahan 

                                                             
8
 Ibid 38 
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limbahnya, suatu pabrik membuang sisa hasil produksinya (limbah) ke sungai 

sehingga menimbulkan pencemaran bagi warga sekitar. Atau seorang 

pengusaha di bidang perhutanan yang menebang pohon-pohon tanpa 

memperhitungkan dampaknya terhadap  kelestarian hutan terutama hutan 

sebagai penampung air yang pada jangka panjang dapat menyebabkan bencana 

bagi manusia. Dampak dari kegiatan ekonomi yang menimbulkan 

kemudharatan bagi pihak lain dalam bahasa ekonomi dikenal sebgai 

elsternalitas negative. 

Dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya 

sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Jika 

tujuan produksi adalah berupaya menyediakan kebutuhan material dan spiritual 

dalam rangka menciptakan maslahah maka motivasi produsen tentu saja 

mencari maslahah, dimana hal ini juga sejalan dengan tujuan kehidupan 

seorang muslim. Ekonomi islam adalah Maslahah Maximizer, mencari 

keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis lain tidak dilarang sepanjang 

berada dalam ungkai tujuan dan hukum islam, hal ini telah tercantum dalam 

rancang ekonomi Islam di mana salah satunya adalah ma‟ad atau return. 

Namun keuntungan yang dicari bukanlah keuntungan yang eksploitatif yang 

bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menetapkan 

keuntungan jauh di atas normal. Seorang produsen muslim akan berupaya 

mencari keuntungan yang mampu memberikan kemaslahatan tidak hanya bagi 

dirinya sendiri, namun juga bagi lingkungan sekitar termasuk konsumen. 
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“Produsen muslim harus berbeda dari produsen non muslim, tidak 

hanya dari tujuan, tetapi harus pula dari kebijakan ekonomi dan strategi 

pasarnya, hal ini diperlihatkan sebagai berikut : 

Produsen muslim tidak akan terlibat dalam aktivitas yang dilarang menurut 

syariat Islam. Misalnya : produsen muslim tidak akan memproduksi atau 

menjual minuman berakohol 

a. Produsen muslim harus menghindari  strategi pasar yang dapat 

menyebabkan timbulnya hadapan  yang dapat menyebakan ketidak 

sempurnaan pasar. 

b.  Produsen harus mengikuti kompotisi yang adil dalam setiap aktivitas baik 

sebagai penjual maupun pembeli barang serta jasa 

c. Produsen muslim harus menghindari seluruh praktik eksploitasi, 

diskriminasi, dan perdagangan yang ketat”
9
  

5.  Nilai-nilai islam dalam Produksi 

Upaya produsen untuk memperoleh maslahah yang maksimum dapat 

terwujud apabila produsen mengaplikasikan  nilai-nilai islam, dengan kata lain, 

seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang 

islami, sebagaimana dalam kegiatan konsumsi sejak dari kegiatan 

mengorganisasi factor produksi, proses produksi hingga pemasaran dan 

pelayanan kepada konsumen semuanya harus mengikuti moralitas dan aturan 

teknis yang dibenarkan oleh islam.  

                                                             
9
 M. Nur Rianto Al Arif dan Dr. Euis Amalia, Teori Mikroekonomi (Jakarta: Kencana Media Grup, 

2010), 184. 



27 
 

Metwally (1992) mengatakan “perbedaan dari perusahaan-perusahaan 

non islami tak hanya pada tujuannya tetapi juga pada kebijakan-kebijakan 

ekonomi dan strategi pasarnya  

Apabila produsen menggunakan nilai-nilai islam untuk mencapai 

maslahah atau manfa‟at maka hal itu akan lebih mudah tercapai. Hal ini dapat 

diartikan bahwa semua kegiatan produksi dilakukan sesuai dengan aturan yang 

telah dibenarkan oleh islam.
10

  

“Nilai-nilai Islam yang relavan dengan produksi dikembangkan 

dari tiga nilai-nilai utama dalam ekonomi  Islam, yaitu khilafah, adil dan 

takaful. Secara lebih rinci nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi : 

1. Berwawasan jangka panjang, yaitu beroriwentasi kepada tujuan akhirat 

2. Menepati janji dan kontrak, bai dalam lingkup internal atau eksternal 

3. Memenuhi takaran, keepatan, kelugasan, dan kebenaran 

4. Berpegang teguh pada kedisiplinan dan diamis 

5. Memuliakan prestasi atau produktivitas 

6. Mendorong ukhuwah antarsesama pelaku ekonomi 

7. Menghormati hak mili individu 

8. Mengikuti syarat sah dan rukun akad/ransaksi 

9.  Adil dalam bertransaksi 

10. Memiliki wawasan social 

11. Pembayaran upah tepat waktu dan layak 

12. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam islam”  

                                                             
10

 M. Nur Rianto Al-Arif. Dasar-Dasar Ekonomi Islam. (Solo : PT Era Adicitra Intermedia,2010). 

Cet 1.  2011. h. 170 
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Ketika seorang produsen menerapkan nilai-nilai diatas maka bukan 

hanya mendatangkan keuntungan bagi produsen namun juga dapat memberikan 

berkah. Apabila keduanya kita dapatkan maka kita akan mendapat kebahagiaan 

bukan hanya didunia melaikan di akhirat.
11

 

6. Komitmen Produsen  

Produsen harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap keadilan dan 

kebajikan, sehingga nilai-nilai ini harus menjadi pedoman bagi kegiatan 

ekonomi dan bisnisnya. Kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan 

juga harus menjadi tujuan dari kegiatan produksi, baik produksi secara makro 

maupun mikro. Dengan batasan kedua prinsip ini, maka produsen dapat 

memaksimumkan tingkat keuntungan yang ingin dicapainya. Dengan 

demikian, segala upaya memaksimalkan keuntungan tidak boleh dilakukan 

dengan meninggalkan prinsip keadilan dan kebajikan bagi kesejahteraan 

masyarakat secara keseluruhan. 

Sesungguhnya penerapan prinsip-prinsip produksi yang islami juga 

sangat kondusif bagi upaya produsen untuk mencapai keuntungan maksimum 

jangka panjang. Jika perusahaan mengutamakan keadilan dan kebajikan dalam 

menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka dengan sendirinya eksistensi 

perusahaan dalam jangka panjang akan lebih terjamin. Jadi tujuan keadilan dan 

kebajikan dalam poduksi akan berkorelasi positif dengan keuntungan yang 

dicapai perusahaan.
12
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 Ibid 171 
12

 Muhammad Amin Suma, Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam, 

(Jakarta: Kholam Publishing, 2008),184 
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Selain itu, ada beberapa nilai yang dapat dijadikan oleh produsen, 

khususnya muslim, sebagai sandaran motivasi dalam melakukan proses 

produksi, yaitu: 

1. Profit bukanlah merupakan satu-satunya elemen pendorong dalam 

berproduksi, tetapi kehalalan dalam menghasilkan suatu barang atau jasa 

dan keadilan dalam mengambil keuntungan merupakan motivasi penting 

dalam berproduksi. 

2. Produsen harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari proses 

produksinya. Artinya semua dampak sosial (social return) yang ditimbulkan 

dari proses produksi haruslah dapat tertanggulangi dengan baik. Selain itu, 

barang yang yang diproduksi juga harus merefleksikan kebutuhan dasar 

masyarakat. 

3. Produsen harus memperhatikan nilai-nilai spiritualisme, dimana nilai 

tersebut harus dijadikan penyeimbang dalam melakukan produksi. Artinya 

harus kembali lagi kepada hakekat penciptaan manusia dan niatan untuk 

mencari ridho Allah.
13

 

Dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik itu produksi, konsumsi 

ataupun perdagangan, motivasi yang sifatnya individualistis sangat dijauhkan. 

Oleh karena itu, Islam secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan produksi 

harus pula mewujudkan fungsi sosial. Dimana kegiatan produksi yang dapat 

menghasilkan kebutuhan untuk dikonsumsi dan juga keuntungan bagi si 

produsen harus dapat berkontribusi terhadap kehidupan sosial. 
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Melalui konsep inilah, kegiatan produksi harus bergerak di atas dua 

garis optimalisasi. Tingkatan optimal pertama adalah mengupayakan 

berfungsinya sumber daya insani ke arah pencapaian kondisi full 

employment, di mana setiap orang bekerja dan menghasilkan suatu karya 

kecuali mereka yang „udzur syar‟i seperti sakit dan lumpuh.  

Optimalisasi berikutnya adalah dalam hal memproduksi kebutuhan 

primer (dharuriyyah), lalu kebutuhan sekunder (hajiyyat) dan kebutuhan tersier 

(tahsiniyyat) secara proporsional. Tentu saja Islam harus memastikan hanya 

memproduksi sesuatu yang halal dan bermanfaat buat 

masyarakat (thayyib). Target yang harus dicapai secara bertahap adalah 

kecukupan setiap individu, ekonomi umat dan kontribusi untuk mencukupi 

umat dan bangsa lain. Sedangkan Shiddiqi (1992) menyebutkan beberapa 

tujuan kegiatan produksi adalah sebagai berikut : 

1. Pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. 

2. Menemukan kebutuhan masyarakat. 

3. Persediaan terhadap kemungkinan-kemungkinan di masa depan. 

4. Persediaan bagi generasi mendatang. 

5. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.
14

 

Produsen juga dituntut untuk proaktif dan kreatif dalam menemukan 

berbagai barang dan jasa yang memang dibutuhkan oleh manusia. Terkadang 

konsumen tidak menyadari apa yang dibutuhkan. Dengan demikian produsen 
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diharapkan dapat menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi 

kehidupan di masa mendatang. 

Konsep pembangunan yang berkesinambungan adalah konsep yang 

memberikan persediaan yang memadai bagi generasi mendatang. Dengan 

demikian kegiatan eksplorasi alam juga sebaiknya menyediakan untuk generasi 

mendatang. Sedangkan tujuan yang terakhir yaitu berorientasi kepada kegiatan 

sosial dan ibadah kepada Allah memberikan implikasi yang luas sebab 

produksi tidak akan selalu menghasilkan keuntungan material. Ibadah juga 

kadang membutuhkan pengorbanan material. Kegiatan produksi tetap harus 

berlangsung meski pun ia tidak memberikan keuntungan materi, sebab ia akan 

memberikan keuntungan yang lebih besar berupa pahala di akhirat nanti.
15

 

B. Pajak 

1. Pengertian Pajak 

Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dibayarkan rakyat untuk 

negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat 

umum. Rakyat yang memberikan pajak di rasakan manfaat dari pajak secara 

langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk 

kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah 

dalam melakukan pembanguna, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasar 

kepada undang-undang Negara Indonesia. 
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Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal 

menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Pajak menurut definisi 

para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang 

harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi 

kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, 

politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. 

Pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan Islam, pajak merupakan 

salah satu sumber pendapatan negara dari selain zakat. Bila kita menelusuri dan 

mencari dasar hukum mengenai pajak baik dalam nash al-Qur‟an maupun al-

Hadits secara jelas maka kita tidak akan menemukan nya, akan tetapi jika kita 

menelusurinya lebih jauh terhadap kandungan nas tersebut maka secara tersirat 

terdapat didalamnya, karena pajak merupakan hasil ijtihad ssesuai firmanya 

dalam Al-Quran yang berbunyi: 

               

                  

          

Artinya:“Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai 

rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, 

Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, 

jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apayang Kami turunkan 

kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari 
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bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu.(QS.Al-Anfal:41)
16

 

 

Kekayaan yang diperoleh dari musuh tanpa perang (fay‟), harta wakaf, 

barang temuan (luqatah) dan dari kekayaan alam. Pajak dalam Islam terbagi 

atas 3 macam yaitu jizyah (pajak kepala), kharaj (pajak bumi), dan„usyur 

(pajak atau bea cukai atas barang ekspor dan impor). Pajak merupakan 

kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada 

negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara 

dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak 

dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan 

lain yang ingin dicapai negara. Pajak merupakan kewajiban berupa harta yang 

pengurusannya dilakukan oleh negara. 

Negara memintanya secara paksa, bila seseorang tidak mau 

membayarnya sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai 

proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat. 

Secara  umum,  pajak  yang  berlaku  di  Indonesia  dapat  dibedakan  

menjadi  Pajak Pusat  dan  Pajak  Daerah.  Pajak  Pusat  adalah  pajak-pajak  

yang  dikelola  oleh  Pemerintah Pusat  yang  dalam  hal  ini  sebagia dikelola  

oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  Departemen Keuangan.  Sedangkan  Pajak  
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Daerah  adalah  pajak-pajak  yang  dikelola  oleh  Pemerintah Daerah baik 

ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
17

 

Pajak  daerah  dibedakan  menjadi  2  yaitu  pajak  provinsi  dan  pajak 

kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri atas Ciri-ciri yang ada dalam 

pengertian pajak tersebut adalah: 

a. Pajak merupakan konteribusi wajib dari masyarakat kepada Negara 

b. Dipungut berdasarkan UU dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya 

tegas dan bisa dipaksakan 

c. Tanpa kontra prestasi secara langsung 

d. Dipungut oleh pemerintah pusat (Negara) maupun oleh pemerintah daerah 

(propinsi, kabupaten/kota) 

e. Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan demi kemakmuran 

masyarakat
18

 

2. Syarat Pemungutan Pajak  

a. Pemungutan pajak harus adil  

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang 

c. Tidak mengganggu perekonomian 

d. Pemungutan pajak harus efisien 
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 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 23  
18

 Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, Perpajakan untuk praktisi dan akademisi, (Malang: 

Empatdua Media, 2015),  1  
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e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
19

 

3. Sistem Pemungutan Pajak 

a. Official Assessment System ;  

  Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada 

pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang 

wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah 

reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak 

ini adalah:  

1) pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak 

2) wajib pajak bersifat pasif  

3) hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang 

terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak. 

b. Self Assessment System 

  Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib 

pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri 

pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-Ciri sistem pemungutan 

pajak ini adalah: 

1) Pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak 

2) Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan serta membayar sendiri 

pajak terhutang yang seharusnya dibayar 
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3) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat 

kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat 

melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang 

seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.20 

c. Withholding System  

  Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak 

lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang 

terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain 

pemerintah dan wajib pajak.
21

 

4. Jenis-Jenis Pajak 

  Dalam hukum pajak terdapat berbagai pembedaan jenis-jenis pajak 

yang terbagi dalam golongan-golongan besar. Pembedaan dan pengelompokan 

ini mempunyai fungsi yang berlainan pula. Berikut adalah penggolongan pajak: 

a. Menurut golongan 

1) Pajak Langsung 

 Pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang 

bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut 

pengertian administrasif pajak yang dikenakan secara periodik atau 

berkala dengan menggunakan kohir. Kohir adalah surat ketetapan pajak 

dimana wajib pajak tercatat sebagai pembayar pajak dengan jumlah 
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pajaknya yang terhutang, yang merupakan dasar dari penagihan. 

Misalnya: Pajak Penghasilan. 

2) Pajak Tidak Langsung 

 Pajak yang oleh si penanggung dapat dilimpahkan kepada orang 

lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dapat dipungut 

tidak dengan kohir dan pengenaanya tidak secara langsung periodik 

tergantung ada tidaknya peristiwa atau hal yang menyebabkan 

dikenakannya pajak, misalnya: Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa. 

b. Menurut Sifat 

1) Pajak Subjektif 

 Wajib pajak yang memperhatikan pribadi wajib pajak, 

pemungutannya berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi wajib 

pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. 

Misalnya: Pajak Penghasilan. 

2) Pajak Objektif 

 Pajak yang tidak memperhatikan wajib pajak, tidak memandang 

siapa  pemilik atau keadaan wajib pajak, yang dikenakan atas objeknya. 

Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah
22

 

 

                                                             
22 Marihot dan Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Edisi 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2005), 51. 
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5. Pembagian pajak 

Banyak sekali jenis pajak yang ada dinegeri ini, namun secara garis 

besar pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Pajak Pusat (Pajak Negara) 

Pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat sehingga hasilnya masuk 

kekas negara, dasarnya Undang-Undang dan peraturan pelaksanaanya. 

Pengelolanya adalah direktur jendral pajak dan direktur jendral Bea Cukai 

dan dipungut dengan sistem pemungutan Self Assesment System dan 

Withholding System 

 

Contoh:  

1) PPh (Pajak Penghasilan) 

2) PPn dan PPnBM (Pajak Pertumbuhan Nilai dan Pajak penjualan) 

3) BM (Bea Materai) 

4) Fiakal Luar Negeri     

5) Pajak Ekspor, dll
23

 

b. Pajak Daerah 

  Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah (Propinsi, kabupaten/ 

kota) sehingga hasilnya masuk ke kas daerah. Dasarnya adalah UU dan 

pelaksanaanya diatur dalam peraturan daerah. Pengelolaannya oleh Dinas 
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Pendapatan Daerah, dengan sistem pemungutan Official Assesment System 

dan Witholding Syste. 

Contoh : 

1) Pajak Propinsi  

a) Pajak Kendaraan Bermontor Dan Kendaraan Dinas Air (PKB KAA) 

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermontor Dan Kendaraan Dinas Air 

(BBNKB – KAA) 

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermontor (PB-BKB) 

d) Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Baah Tanah Dan Air 

Permukaan (P3BT dan AP) 

e) Pajak Rokok24 

2) Pajak Kabupaten/Kota 

a) Pajak Hotel yang meliputi: 

1. Motel 

2. Losmen 

3. Gubuk pariwisata 

4. Wisma pariwisata 

5. Rumah Penginapan 

6. Rumah kos (dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar)25 

b) Pajak Restoran 
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 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah, 7 
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c) Pajak Hiburan 

d) Pajak Reklame 

e) Pajak Parkir 

f) Pajak Air Tanah 

g) Pajak Burung Walet
26

 

6. Manfaat dan Fungsi Pajak 

Banyaknya masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan 

minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat pajak. Sebaiknya 

pelajarilah manfaat dan fungsi pajak berikut ini agar lebih bijak taat pajak. 

a. Manfaat Pajak 

1)  Manfaat pajak bagi negara yaitu: 

a) Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti: pengeluaran 

yang bersifat self liquiditing, contohnya: pengeluaran untuk proyek 

produktif barang ekspor. 

b) Membiayai pengeluaran reproduktif, seperti: pengeluaran yang 

memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya: 

pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. 
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c) Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquiditing dan tidak 

reproduktif, contohnya: pengeluaran untuk pendirian monumen dan 

objek rekreasi. 

d) Membiayai pengeluaran yang tidak produktif, contohnya: 

pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan 

pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu 

pengeluaran untuk anak yatim piatu. 

2) Manfaat pajak bagi masyarakat: 

a) Fasilitas umum dan infrastruktur, seperti: jalan, jembatan, sekolah, 

rumah sakit 

b) Pertahanan dan keamanan, seperti: bangunan, senjata, perumahan 

hingga gaji-gajinya 

c) Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak 

d) Kelestarian Lingkungan hidup dan Budaya 

e) Dana Pemilu 

f) Pengembangan Alat transportasi Massa, dan lain-lainnya.27 

b. Fungsi Pajak 

  Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, maka pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain: 

1) Fungsi Anggaran (Budgetair), yaitu pajak dijadikan alat untuk 

memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-
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undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai 

seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses 

pemerintahan. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti: belanja 

pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya. Untuk pembiayaan 

pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu 

penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan 

pemerintah tersebut ditingkatkan terus dari tahun ke tahun sesuai 

kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat. 

2) Fungsi Mengatur (Regulerend), yaitu pajak digunakan pemerintah 

sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi 

anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui 

kebijaksanaan pajak. Contohnya: dalam rangka penanaman modal, baik 

dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas 

keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, 

pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar 

negeri. 

3) Fungsi Stabilitas, yaitu pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk 

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, 

sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan 

pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 

4) Fungsi Retribusi Pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai 

semua kepentingan umum. Termasuk untuk membiayai pembangunan 
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sehingga dapat membuka kesempatan kerja, sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat.28 

7. Hambatan Pemungutan Pajak 

a. Perlawanan Pasif 

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara 

lain:  

1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat 

2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat 

3)  Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik 

b. Perlawanan aktif 

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara 

langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak  

bentuknya antara lain: 

1) Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar 

undang-undang 

2) Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar 

undang-undang (menggelapkan pajak)29 

C. Sewa-menyewa (ijarah) 

1. Pengertian Sewa-menyewa 

Sewa-menyewa dalam bahasa arab diistilahkan “Al-Ijarah”, menurut 

pengertian hukum islam sewa-menyewa diartikan sebagai “suatu jenis akad 
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untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”. Dari pengertian ini 

terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan 

manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. 

Dengan perkataaan lain dengan  peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah 

hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut dalam hal ini dapat 

berupa manfaat barang seperti rumah, kendaraan, tanah, pakaian dan 

sebagainya.30 

Didalam istilah hukum islam orang yang menyewakan disebut dengan 

“mu‟ajjir” sedangkan orang yang menyewa disebut dengan “musta‟jir”. 

Barang yang disewakan diistilahkan dengan “ma‟jur” dan uang sewa atau 

imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan “ajran atau 

ujroh”. Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan 

perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini merupakan kekuatan hukum 

yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah 

berlangsung maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan 

barang kepada pihak penyewa, dan dengan diserahkannya manfaat barang atau 

benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang 

sewanya
31

 

Dalam syariat islam sewa-menyewa dinamakan ijarah yaitu jenis akad 

untuk mengambil manfaat dengan kompensasi kalau dalam kitab-kitab fiqih 

kata ijarah selalu diterjemahkan dengan “sewa-menyewa” maka hal tersebut 
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jangan diartikan menyewa barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi 

dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas ijarah bermakna suatu akad yang 

berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberian imbalan dalam 

jumlah tertentu.Jadi menjual manfaatnya bukan benda. 

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa adalah 

suatu perjanjian atau kesepakatan dimana penyewa harus membayarkan atau 

memberikan imbalan atas manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh 

pemilik barang yang dipinjamkan. Jika melihat makna ijarah sebagai 

pemberian imbalan atas suatu manfaat, maka secara garis besar ijarah itu 

sendiri32 

Menurut para ulama, sewa-menyewa didefinisikan secara berbeda-beda, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Menurut hanafiyah sewa-menyewa adalah akad atas suatu kemanfaatan 

dengan pengganti 

b. Menurut malikih sewa-menyewa adalah nama bagi akad-akad untuk 

kemanfaaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat 

dipindahkan 

c. Menurut Al-syarbini al-khatab: sewa-menyewa adalah pemilikan manfaat 

dengan adanya imalan dan syarat 
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d. Menurut syafi‟iah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud 

tetentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan 

pengganti tertentu.33 

Ijab dan Qabul yang mengungkapkan kehendak al-muta‟aqidain (dua 

pihak yang melakukan transaksi) dan keterikatan keduanya dengan cara yang 

disyaratkan yang tampak pengaruhnya ditempat transaksi. Yang mubah, yakni 

pembatasan transaksi atas manfaat yang haram, seperti zina, dan sesuatu yang 

diharamkan lainnya.Tertentu (diketahui), yakni membatasi dari manfaat yang 

tidak diketahui karena tidak sah tranaksi atasnya.Beberapa barang tertentu atau 

yang dijelaskan sifatnya dalam tangunggan dalam waktu tertentu, atau 

transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui.Ini 

mengisyaratkan bahwa ijarah ada dua macam. 

Pertama, ijarah pada manfaat tertentu, seperti “Aku menyewakan 

rumah ini kepadamu” atau barang yang dijelaskan sifatnya seperti ini “Aku 

sewakan kepadamu seekor unta yang sifatnya demikian untuk digunakan 

sebagai angkutan dan kendaraan”. 

Kedua, ijarah untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang diketahui, 

seperti membawa barang ke suatu tempat atau membangun rumah. 

Dalam waktu tertentu yakni dalam ijarah harus ditentukan waktunya, 

seperti sehari, seminggu, sebulan, dan lain sebagainya.Dengan upah yang 

diketahui, yakni bayaran yang ditentukan sebagai kompensasi manfaat.34 
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2. Macam-macam Sewa-menyewa 

Macam-macam ijarah terbagi menjadi dua: 

a. Ijarah yang bersifat manfaat, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah 

manfaat, seperti menyewakan rumah, toko, kendaran, pakaian (pengantin) 

dan perhiasan 

b. Ijarah yang bersifat pekerjaan, yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau  

pekerjaan,seperti dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan 

suatu pekerjaan. Ijarahh seperti ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, 

tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu ijarah yang bersifat 

kelompok (serikat). Ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan 

seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun dan satpam.35 

3. Dasar Hukum Sewa Menyewa  

  Sewa menyewa atau ijarah merupakan salah satu praktek ber 

muamalah yang dilakukan  oleh  manusia  dalam  kehidupannya. Islam  sangat  

menganjurkan  kepada umat  manusia  untuk  saling  bekerjasama, karena  

mustahil  manusia  hidup berkecukupan  tanpa  ber ijarah  dengan  manusia  

lain, boleh  dikatakan  bahwa  pada dasarnya  ijarah   merupakan  salah  satu  

cara  untuk  memenuhi  hajat  manusia.  Oleh sebab  itu,  para  ulama  menilai  

bahwa  ijarah  merupakan  sesuatu  hal  yang  boleh dilakukan.
36

 

  Penulis  sependapat  dengan  ulama  yang  mengatakan  bahwa  

akad  ijarah itu boleh, kalau dilihat dari segi sumber hukum ijarah itu sendiri, 
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sebenarnya ijarah ini sudah di praktekkan sejak zamamn Rasulullah SAW 

sampai dengan masa sahabat. Kalau  dilihat  dari  segi  kebutuhan  masyarakat  

terhadap akad ijarah,masyarakat membutuhkan akad dalam bentuk ini  karena 

tidak semua kebutuhan mereka yang dibeli. Para ulam fiqih  mengatakan 

bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya akad ijarah adalah firman allah 

dalam surat al-qashash, Ayat 26 allah juga berfirman: 

               

 

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah 

ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang 

yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 

orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. al-qashash,26)
37

 

4. Rukun dan Syarat Sewa-menyewa 

Menurut Hanafiah rukun al-ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari 

dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama ijarah ada 

4 yaitu: 

a. Dua orang yang berakad 

b. Sighat (ijab dan kabul) 

c. Sewa atau imbalan 

d. Manfaat 

Adapun syarat-syarat ijarah sebagaiman yang ditulis Nasrun Haroen 

sebagai berikut: 
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a. Yang berkaitan dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama syafi‟iyah 

dan hanabalah disyaratkan telah balik dan berakal oleh sebab itu, apabila 

orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila maka 

ijarahnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiah dan malikiah berpendapat 

bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baliq.oleh 

karnanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah, 

hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya. 

b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya melakukan akad 

ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, 

maka akad ijarahnya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman allah Q.S An-

Nisa Ayat 29, yang artinya: 

              

         

  

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS An-Nisa Ayat 29).
38

 

c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul 

perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak 

jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan 
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dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat 

itu ditangan penyewanya 

d. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi sewa harus berupa 

sesuatu yang halal/boleh bukan suatu yang haram  

e. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya 

menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa. Para ulama 

fiqih sepakat menyatakan bahwa akad sewa-menyewa seperti ini tidak sah, 

karena shalat merupakan kewajiban diri sendiri 

f. Objek ijarah merupakan suatu yang biasa disewakan seperti: rumah, 

kendaraan, pakaian, dll. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa 

menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa 

sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk 

sebatang pohon bukan dimaksdkan seperti itu 

g. Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang 

memiliki nilai ekonomi.39 

5. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-menyewa 

  Adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad ijarah itu 

bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh 

dimanfaatkan.Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus 

apabila seseorang meninggal dunia.Menurut ulama hanafiah, apabila salah satu 

meninggal dunia maka akad ijarah batal, karena manfaat tidak boleh 

diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan,bahwa manfaat itu boleh 
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diwariskan karena termasuk harta (al-maal). Oleh sebab itu kematian salah satu 

pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah. 

1. Menurut al-kasani dalam kitab al-badaa‟iu ash-shanaa‟iu, menyatakan 

bahwa akad ijarah berakir bila ada hal-al sebagai berikut: 

a. Objek ijarah hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar 

atau kendaraan yang disewa hilang  

b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. 

Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada 

pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang 

tersebut berhak menerima upahnya 

c. Wafatnya salah seorang yang berakad  

d. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan 

disita negara karena terkait adanya utang, maka akad ijarahnya batal.
40

 

2. Sementara itu menurut Sayyid Sabiq, ijarah akan menjadi batal dan berakhir 

bila ada hal-hal sebagai berikut: 

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa 

b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti bahan baju yang diupahkan 

untuk dijahit 

c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan 

untuk dijahit 

d. Telah dipenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang 

telah ditentukan dan selesainya pekerjaan 
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e. Menurut hanafi salah satu  pihak dari yang berakad boleh membatalkan 

ijarah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya 

gedung, tercurinya barang-barang dagangan,  dan kehabisan modal41 

6. Hikmah sewa-menyewa 

  Hikmah disyari‟atkannya ijarah dalam bentuk pekerjaan atau upah 

mengupah adalah karena dibutuhkan dalam kehiduan manusia. Tujuan 

dibolehkan ijarah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan 

materil. Namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau 

upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah 

SWT. Adapun hikmah diadakannya ijarah antara lain: 

a. Membina ketentraman dan kebahagiaan 

  Dengan adanya ijarahakan mampu membina kerja sama 

antara mu‟jir dan mus‟tajir. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati 

mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka 

yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.Apabila 

kebutuhan hidup terpenuhi maka musta‟jir tidak lagi resah ketika hendak 

beribadah kepada Allah. 

  Dengan transaksi upah-mengupah dapat berdampak positif 

terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat 

mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Bila masing-masing individu 

dalam suatu masyarakat itu lebih dapat memenuhi kebutuhannya, maka 

masyarakat itu akan tentram dan aman. 
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b. Memenuhi nafkah keluarga 

  Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah 

kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak dan tanggung jawab 

lainnya. Dengan adanya upah yang diterima musta‟jir maka kewajiban 

tersebut dapat dipenuhi.Memenuhi hajat hidup masyarakat 

  Dengan adanya transaksi ijarah khususnya tentang pemakaian jasa, 

maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarkat baik yang ikut bekerja 

maupun yang menikmati hasil proyek tersebut. Maka ijarah merupakan akad 

yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama. 

c. Menolak kemungkaran 

  Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak 

kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh yang 

menganggur. Pada intinya hikmah ijarah yaitu untuk memudahkan manusia 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
42

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42

 Hamzah Ya‟qup, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: Diponegoro,1992), 319 


